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Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

1. 

BUPATI TANAH DATAR, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat 
(1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Pasal 298 ayat (Il) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 
281 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 
4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Kepala Daerah mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa 
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan 
setelah tahun anggaran berakhir. 
bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2013. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), 

3. Undang-Undang..... 

 



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang 



12. lindang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4406); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4416) seba.gaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pirnpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 70, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan I3adan Layana.n Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pernerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nornor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Lavanan Umum. 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintall Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5155); 

20. Peraturan 



20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4592); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4603); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pernerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5104); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia 
Nomor 5165); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59) 

29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

30. Peraturan 



30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberaoa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 tentang Pedoman Telcnis Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Urnurn Daerah; 

32. Peraturan Menteri cialam Negeri Nomor 20 Tahun 
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana 
Aloka.si Khusus Daerah; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2013; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1425); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenanga.n Pemerintahan Daerah 
Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 
Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri B); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 
2011 Nomor 1 Seri C); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 
Seri C); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 
2011 Nomor 3 Seri C); 

46. Peraturan  



46. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 3 
Seri A); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 
Tu.huri 2013 teiitang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2013 (Lernbaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 
Tahun 2013 Nomor 2 Seri A). 

Dengan Persetujuan Bersama. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR 

dan 

BUPATI TANAH DATAR 

IvIEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN 2013 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan 
memuat : 

a. Laporan realisasi anggaran; 

b. Neraca; 

c. Laporan arus kas; dan 

d. Catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha 
milik daerah/ perusahaan daerah. 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruf a tahun anggaran 2013 scbagai berikut: 

a. Pendapatan  Rp. 893.108.389.961,08 

b. Belanja Rp. 856.376.208.798,66 

c. 

Surplus/Defisit 

Pembiayaan 

Rp. 36.732.181.162,42 

-Penerimaan Rp. 80.855.015.166,85 

-Pengeluaran Rp. 16.000.000.000,00 

Pembiayaan Netto Rp. 64.855.015.166,85 

SILPA Rp. 101.587.196.329,27 

Pasal 3 



Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sebagai berikut : 

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 
Rp 1.971.278.643,38 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.895.079.668.604,46 

b. Realisasi Rp.893.108.389.961,08 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 1.971.278.643,38 

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
Rp 103.463.933.772,65 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 959.840.142.571,31 

b. Realisasi Rp. 856.376.208.798,66 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 103.463.933.772,65 

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah 
Rp 101.492.655.129,27 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Surplus/defisit setelah perubahan 

b. Realisasi 

Selisih lebih/(kurang) 

Rp.(64.760.473.966,85) 

Rp. 36.732.181.162,42 

Rp. 101.492.655.129,27 

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 
Rp. (94.541.200.00) dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan Rp.80.760.473.966,85 

b. Realisasi Rp.80.855.015.166.85 

Selisih lebih/(kurang) Rp. (94.541.200.00) 

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 
Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan Rp.16.000.000.000,00 

b. Realisasi Rp.16.000.000.000,00 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 00,00 

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 
Rp, (94.541 .200.00) dengan rincian sebagai berikut 

a. Anggaran pembiayaan netto 

setelah perubahan Rp.64.760.473.966,85 

b. Realisasi Rp.64.855.015.166,85 

Selisih lebih/(kurang) Rp. (94.541.200,00) 

Pasal 4 



Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 
Desember Tahun 2013 sebagai berikut 
a. Jumlah aset Rp. 958.274.469.257,13 
b. Jumlah Kewajiban Rp. 19.465.083.893,60 
c. Jumlah ekuitas Rp. 938.809.385.363,53 

PasaI 5 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c 
tahun anggaran 2013 sebagai berikut : 
a. Saldo kas awal per 1 januari tahun 2013 Rp. 79.268.119.712,85 
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 162.448.315.453,42 
c. Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan Rp. (127.804.565.768,00) 
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (15.905.458.800,00) 
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 1.822.081.113,66 
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2013 Rp. 99.828.491.711,93 

Pasal 6 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara 
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

PasaI 7 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari : 
a. Lampiran 

Lampiran 

Lampiran 1.2 

Lampiran 1.3 

Lampiran 1.4 

Lampiran 1.5 
Lampiran 1.6 
Lampiran 1.7 
Lampiran 1.8 

Lampiran 1.9 : 

Lampiran 1.10 : 

Lampiran 1.11 : 
Lampiran 1.12 : 

Laporan Realisasi Anggaran; 
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut 
urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 
Rincian laporan realisasi anggaran menurut 
urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
program dan kegiatan; 
Rekapitu1asi realisasi anggaran belanja daerah 
untuk keseIarasan dan keterpaduan urusan 
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka 
pengelolaan keuangan negara; 
Daftar jumlah pegawai pergolongan per jabatan 
Daftar piutang daerah; 
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan 
aset tetap daerah; 
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan 
aset lainn3ra; 
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan 
sampai akhir tahun dan anggarkan kembali dalam 
tahun anggaran berikutnya; 
Daftar clana cadangan daerah 
Daftar pinjaman dan obligasi clacrah 

b, Lampiran 



b. Lampiran II : Neraca 
c. Lampiran III : Laporan Arus Kas 
d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan 

Pasal 8 

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) 
sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini. 

Pasal 9 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di : Batusangkar 
pada tanggal : 13 Agustus 2014 

BUPATI TANAH DATAR 

ttd 

M. SHADIQ PASADIGOE 

Diundangkan di Batusangkar 
Pada tanggal 13 Agustus 2014 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TANAH DATAR 

ttd 

HARDIMAN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014 NOMOR 
1 SERI A 

Salinan ini sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum dan HAM 

S ab Tanah Datar 

JAS ALDI,SH,SSos 
Pembina / IV.a 

Nip.19671130 199202 1 002 


